MASALAH JURIDIDS BUSANA JILBAB


KEKAKUAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG








KASUS POSISI:





Cut Yusnita, Vienda Adriani, Alseis Nova, Uut Fiestyorini, Vivi Mulyani, adalah siswi-siswi SMA Negeri 68 Jalan Salemba Raya 18 Jakarta Pusat. 





Sebelum diterima di SMA Negeri 68 Jakarta, para siswi tersebut telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menaati dan mematuhi semua Peraturan Tata-Tertib Sekolah yang diketahui dan ditandatangani orangtuanya.





Salah satu Tata Tertib SMA Negeri 68 Jakarta tanggal 29 Juni 1987 membuat ketentuan jenis bentuk dan warna pakaian seragam sekolah yang mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982 pada butir 5 menyatakan:





	-	Apabila tidak menaati semua peraturan-peraturan maka sanggup 	menerima sanski antara lain:





		1.	Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka 			waktu tertentu.


		2.	Dikeluarkan dari sekolah.





Setelah diterima maka para siswi tersebut memakai pakaian seragam Sekolah SMA Negeri 68 seperti siswi lainnya.





Ternyata 6 bulan kemudian ; 5 siswi tersebut dan 2 siswi lainnya masuk ke sekolah dengan memakai kerudung (jilbab).





Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta memberi tegoran tertulis kepada orang tua siswi-siswi tersebut yang putrinya ke sekolah memakai jilbab, dianggap tidak menaati dan mematuhi peraturan Tata-Tertib siswi SMA Negeri 68 Jakarta serta Surat Pernyataan yang telah ditandatangani, khususnya melanggar tentang Pakaian Seragam Sekolah.





Tegoran Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta itu tidak diindahkan oleh para siswi tersebut dan mereka tetap memakai pakaian jilbab ke sekolah.





Tanggal 12 Desember 1988, Teuku Hayanuddin orangtua Cut Yustia, Fuad Lubis orangtua Vienda Adriani, Ali Yasir Yunus orangtua Alseis Nova, Ny. Slamet Sutoyo orangtua Uut Fiestyorini, Muh. Nuri orangtua Vivi Mulyani, Agus Alamsyah dan Muhamad Aklis yang putrinya juga ke sekolah memakai jilbab; datang ke sekolah atas panggilan Kepala Sekolah SMA 68 Jakarta.





Pada pertemuan antara Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta dengan orangtua siswi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta menegaskan, jika putri-putrinya masih ingin tetap sekolah di SMA Negeri 68, agar mematuhi Tata Tertib Sekolah khususnya mengenai pakaian seragam sekolah atau tidak bersedia mematuhi hal tersebut agar orngtua para siswi mencari sekolah lain.





Pertemuan itu tidak ada kesepakatan, akhirnya kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta mengambil kesimpulan tindakan mengembalikan para siswi tersebut kepada masing-masing orangtuanya pada tanggal 13 Desember 1988 dengan Surat No. 788/101.1.SMA 68/0/1988.  Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta telah melarang siswi-siswi tersebut untuk mengikuti pelajaran, ulangan umum, menerima raport dan kegiatan sekolah karena alasan telah melakukan tindakan yang melanggar Tata Tertib dan Disiplin Sekolah, yaitu mengenakan seragam sekolah dengan berkerudung (jilbab).





Para orangtua siswi mengajukan keberatan dengan surat tanggal 16 Desember 1988 atas tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta; ternyata sama sekali tidak diperhatikan.





Menurut para orangtua siswi, mengenakan seragam sekolah dengan berkerudung (berjilbab) merupakan manifestasi dari iman anak-anak mereka sebagai orang-orang Muslimah hasil proses pendidikan agama Islam yang diterima di sekolah dari guru agama Islam.





Tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta bertentangan dengan pasal 15 SK. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982.





Perbuatan Kepala sekolah SMA Negeri 68 Jakarta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige over heids daad), bertentangan dengan jiwa pasal 31 UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan yang tercantum dalam TAP MPR No. 11/1988 tentang GBHN, dan UU Pendidikan dan pengajaran di Sekolah No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954 pasal 16 yang menyatakan bahwa di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama, keyakinan hidup.





Dengan dasar tersebut surat Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta tanggal 13 Desember 1988 No. 788/101.1.SMA.68/0/1988 tidak mempunyai kekuatan hukum.





Atas perbuatan Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta tersebut, baik para orangtua anak maupun para siswi merasa sangat dirugikan materiil dan immateriil sebagai berikut:





	-	Kerugian materiil:


		Transport anak-anak (5 orang siswi) tersebut Rp. 3.000,-/hari. 5 x 	60 hari x Rp. 3.000,- = Rp. 900.000,-         





	-	Kerugian immateriil:


		Hilangnya kesempatan belajar dan ujian Rp. 75.000.000,-





Berdasarkan fundamentum petendi tersebut diatas akhirnya para orangtua sisiwi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.





Teuku Hayanuddin, sebagai Penggugat 1,


	Fuad Lubis, sebagai Penggugat II,


	Ali Yasir Yunus, sebagai Penggugat III, 


	Ny. Slamet Sutoyo, sebagai Penggugat IV,


	Muh Nuri, sebagai Penggugat V, 


	(diwakili kuasa hukumnya Nursyahbani Katjasungkana, S.H.


	Pengacara LBH Jakarta) dengan petitum sebagai berikut:





I.	Dalam Provisi:


	Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperkenankan anak-anak para Penggugat tetap mengikuti pelajaran di sekolah selama proses dalam perkara ini berlangsung;





	II.	Dalam Pokok Perkara:


		1.	Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;


		2.	Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melarang 			anak-	anak Penggugat mengikuti pelajaran sekolah, 				mengikuti ulangan dan memasuki halaman sekolah, 				adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa 				(onrechtmatige overheids daad);


		3.	Menyatakan bahwa surat Tergugat No. 						788/101.1/SMA.68/0/1988, perihal pengembalian 				siswa kepada orangtua adalah tidak mempunyai 				kekuatan hukum;


		4	Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima kembali 			anak-	anak para Penggugat sebagai siswi SMAN 68 Jakarta 		dan memberikan hak-haknya seperti semula;


		5.	Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 		Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sehari apabila tergugat 			tidak melaksanakan petitum No. 4;


		6.	Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik moril 			maupun materiil sebesar Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh lima 			juta sembilan ratus ribu rupiah).


		7.	Biaya-biaya menurut hukum;


		Subsidair:


		Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusam yang seadil-	adilnya.





Gugatan ditujukan kepada:


	Negara Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta cq. KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 68 beralamat di Jalan Salemba Raya No. 18 Jakarta Pusat, sebagai: tergugat.





terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:





	-	Gugatan para Penggugat kabur, karena tidak mencantumkan 	secara jelas identitas para siswi dan hubungan kekeluargaan 	dengan para Penggugat.





	-	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili 	perkara tersebut adalah masalah pelanggaran terhadap peraturan 	Tata Tertib intern Sekolah di mana Tergugat hanya menjalankan 	peraturan tersebut.








PENGADILAN NEGERI





Hakim Pertama yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata ini memberikan putusan sebagai berikut:





Putusan Sela tanggal 14 Juni 1989 dalam Eksepsi dan Provisi yang dictumnya:��-	Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang 	mengadili perkara ini;





	-	Menolak permohonan provisi Penggugat





	-	Memerintahkan meneruskan pemeriksaan perkara ini.





Putusan akhir:��-	Mengadili:�-	DALAM PROVISI:�-	Menolak Provisi para Penggugat;�-	DALAM EKSEPSI�	Menolak Ekspesi Tergugat;�-	DALAM POKOK PERKARA:�-	Menolak gugatan para Penggugat;�-	Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar 	Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);�


Hakim Pertama berpendirian dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut:�


Dalil Penggugat menyatakan Tergugat sebagai penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka lebih dahulu dibahas kedudukan bagaimanakah Tergugat digugat dan bagaimanakah tujuan Pendidikan Nasional menurut UUD 1945 dan apakah hak-kewajiban setiap warga negara dalam bidang pendidikan tersebut. 


�Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.





Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan adalah upaya untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.





Pasal 31 UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menikmati pendidikan juga Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang diatur dengan undang-undang, yaitu undang-undang No. 2 Tahun 1989 mengatur satu sistem Pendidikan Nasional. 





Undang-undang tersebut adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional.





Justru itulah Pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai pengemban dari tugas pelaksanaan sistem Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan-kewenangan mengatur mengusahakan agar tujuan itu dapat tercapai tahap demi tahapan sebagaiamana diprogramkan pada Pelita.





Salah satu peraturan yang dipandang sebagai usaha untuk melaksanakan sistem Pendidikan Nasional tersebut ialah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 17 Maret 1982 No. 052/C/Kep/0.82 (bukti T-7) yang mengatur tentang Pakaian Seragam Sekolah.  Keputusan Direktur Jenderal tersebut (bukti T-7) telah berlaku unutk sekolah di seluruh Indonesia termasuk SMA Negeri 68 Jakarta.





Diciptakannya pakaian seragam sekolah tujuannya agar tercipta suatu suasana dan tata kehidupan sekolah yang baik dan tertib karena dalam suasana tertib dapat tertempa siswa-siswa yang berbudi baik dan luhur sebagai generasi penerus cita perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Jelaslah tujuan Pendidikan Nasional menurut UUD 1945 dan Hak dan Kewajiban setiap warga negara dan kedudukan Terggat dalam perkara ini sebagai Badan Hukum Publik yang berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Nasional.





Sebagai Badan Hukum Publik sejak adanya keputusan Hoge Raad tahun 1929 telah dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal 1365 bersifat publik rechtelijk maupun privat rechtelijk.





Ketentuan pakaian seragam sekolah (bukti T-7) telah merupakan salah satu peraturan Tata-Tertib si SMA Negeri 68 Jakarta (bukti T-6).





Hal it berarti peraturan itu berlaku dilingkungan sekolah dan setipa wiswi tanpa kecuali harus mematuhi dan terikat untuk melaksanakannya.





Bukti T-1 s/d T-5 tidak disangkal para Penggugat, ternyata anak-anak para Penggugat  sebelum diterima menjadi siswi telah membuat Surat Pernyataan untuk menaati segala peraturan Tata-Tertib Sekolah termasuk mematuhi Pakaian Seragam Sekolah (bukti T-7).





Pernyataan yang dibuat anak-anak para Penggugat  (T-1 s/d T-5) secara hukum adalah perjanjian mengikat kepada para Penggugat dan anak-anaknya untuk melaksanakannya dan apabila para Penggugat dan anak-anaknya tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan maka timbullah ingkar-janji dan karena ingkar janji timbullah sanksi-sanksi menurut pasal 1338 BW.





Butir 5 isi surat pernyataan apabila tidak menaati semua peraturan maka sanggup menerima sanksi antara lain:


	1.	Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu 			tertentu.


	2.	Dikeluarkan dari sekolah.





Menurut bukti T-7 telah jelas jenis bentuk dan warna pakaian seragam sekolah untuk SMA di seluruh Indonesia, menurut hemat Hakin Pertama pakaian seragam di luar ketentuan tersebut haruslah dipandang bertentangan dengan ketentuan tersebut.





Ternyata anak-anak para Penggugat mulai diterima di SMA Negeri 68 Jakarta memakai seragam sekolah sesuai ketentuan keudain memakai seragam sekolah tidak sesuai sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang nota bene telah disepakati anak-anak para Penggugat sesuai surat pernyataan.





Secara hukum anak-anak para Penggugat telah ingkar janji dan karena ingkar janji dengan sendirinya berlakulah sanksi-sanksi sesuai yang telah diperjanjikan.





Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta sebelumnya telah memberikan tegoran kepada anak-anak para Penggugat; juga kepada para Penggugat; agar mematuhi ketentuan pakaian seragam sekolah, tidak dihiraukan; justru itulah Tergugat menjatuhkan sanksi sesuai butir 5 bukti T-1 s/d T-5.





Tindakan Tergugat mengembalikan para siswi SMA Negeri 68 kepada para Penggugat, tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan tindakan Tergugat sah menurut hukum.





Menurut Hakim Pertama secara hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan gugatan ditolak.  Terhadap putusan Hakim Pertama ini, para Penggugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.








PENGADILAN TINGGI





Hakim Banding yang memeriksa perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :





Menurut Hakim Banding putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan petimbangan-pertimbangan Hakim Pertama oleh Hakim Banding dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri.  Oleh karena itu putusan Hakim Pertama yang dibanding tersebut haruslah dikuatkan.





Berdasarkan pendirian tersebut akhirnya Hakim Banding meberikan putusan sebagai berikut:








MENGADILI





-	Menerima permohonan-permohonan banding dari para Pembanding, 	semula para Penggugat tersebut;





-	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 	Agustus 1989 No. 115/Pdt/G.VI/1989/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan 	banding.





-	Dst........dst.........dst.








MAHKAMAH AGUNG RI:





Terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya R. DWIYANTO PRIHARTONO, SH mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung RI.





Keberatan-keberatan yang diajukan pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:


	�	1.	Judex faci dalam putusannya telah salah atau tidak menerapkan 			hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum 			Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan 		Negeri Jakarta Pusat tanpa memberi alasan yang cukup 				sebagaimana disyaratkan pasal 178 ayat 1 HIR. 





	2.	Judex facti tidak melaksanakan pasal 178 ayat 2HIR, yaitu tidak 			mempertimbangkan dalid-dalil Pemohon Kasai sebagaimana 			dalam gugatan hanya mempertimbangkan satu aspek saja dari 			tujuan hukum yaitu terciptanya ketertiban, namun mengabaikan 			sama sekali aspek keadilan yaitu terexpresikan nilai-nilai 				keimanan dari Pemohon Kasasi sebagaimana yang dijamon 			UUD 1945 (pasal 29) juga bertentangan dengan tujuan 				Pendidikan sebagaimana Tap. MPR No. II/1988 (GBHN) serta 			pasal 16 UU No. 12 Tahun 1954. 





Majelis Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat kecuali dalam provisi yang tidak lagi ada urgensinya.





Pendirian Mahkamah Agung RI ini  didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang intinya sebagai berikut:





Bahwa, keberatan ad.2, dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah bertindak dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara Strict Law atau secara kaku sehingga Hakim yang mengadili perkara ini hanya cerobong undang-undang dan tidak lebih sebagai antreaneninus (mahluk tidak bernyawa) tanpa melenturkan dan mengaitkannya secara komprehensif dengan peraturan dasar yang lebih tinggi yakni Pancasila, pasal 29 UUD 1945 serta semangat dan jiwa UU Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.





Malahan kalau diteliti dengan cermat, pertimbangan dan kesimpulan judex facti saling bertentangan.





Satu segi judex facti merestui landasan hukum dan filosofis Pendidikan Nasional tiada lain bertujuan mencerdaskan bangsa untuk mewujudkan pengembangan manusai Indonesia seutuhnya yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  dan berbudi luhur serta berpengetahuan luas, sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.





Untuk mencapai tujuan ini pihak Penguasa i.q. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah membuat aturan Tata Tertib dan Disiplin yang diperlukan pada sekolah-sekolah.  Khusus untuk tertib berbusana dikeluarkan SK No. 052/C/0.82 (tanggal 17 Maret 1982).





Mestinya aturan ini harus dibaca dan diterapkan sesuai kontekstualnya baik dengan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No. 2/1989.





Boleh diatur tertib berbusana yang semangat dan jiwanya tidak boleh bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional, termasuk aspek-aspek membina manusia seutuhnya yang memiliki kualitas iman dan taqwa yang prima sesuai dengan landasan tujuan Pendidikan Nasional.





Tindakan anak didik memakai jilbab, harus ditafsirkan dalam kerangka tersebut pada satu segi.


Pemakaian jilbab itu hanya sekedar pengecualian kecil dari ketentuan tata tertib berbusana pada segi lain.


Secara umum pun pemakaian jilbab tersebut masuk dalam kerangka aturan dan disiplin yang dimaksudkan .  Sebab baik warna dan ketentuan pemakaiannya tidak menyalahi patokan-patokan yang ditentukan.





Yang terjadi hanya sekedar modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai iman dan taqwa pada siswa.


Modifikasi tersebut sama sekali tidak mengganggu keertiban dan tidak pula menimbulkan ketidakdisiplinan dan ketidakstabilan jalannya pendidikan jika hal itu diterima dengan penuh dan tanpa prasangka buruk, apalagi mencari-cari dalih pihak penguasa (Pimpinan Sekolah)





Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung RI membatalkan putusan judex facti (Penggugat Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) danmengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.





Mahkamah Agung RI juga mempertimbangkan dan menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan.





Akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:


	MENGADILI:


-	Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi:


	1. Teuku Hayanuddin, 2. Fuad Lubis, 3. Ali Yasir Yunus, 4. Ny. Slamet 	Sutoyo, dan 5. Muh. Nuri tersebut ;


-	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 September 	1990 No. 212/Pdt/1990/PT DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta 	Pusat tanggal 2 Agustus 1989 No. 115/Pdt/G/VI/1989/PN.Jkt.Pst;


	DAN MENGADILI SENDIRI:


	DALAM PROVISI:


-	Menolak pros\visis para Penggugat;





DALAM POKOK PERKARA:





Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;


�


Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melarang anak-anak para Penggugat mengikuti pelajaran di sekolah, mengikuti ulangan umum dan memasuki halaman sekolah, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige overheids daad);





Menyatakan bahwa surat Tergugat No. 788/101.1/SMA.68/0/1988, perihal Pengembalian Siswa kepada orangtua adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;





Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima kembali anak-anak para Penggugat sebagai para siswi SMAN 68 Jakarta dan memberikan hak-haknya seperti semula;





Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari apabila Tergugat tidak melaksanakan petitum No, 4;





Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik moril maupun materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).  Menghukum Termohon kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).





CATATAN:





Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “ABSTRAK HUKUM” sebagai berikut:





Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Hakim dituntut untuk tidak bertindak dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara Strict Law atau secara kaku, sehingga Hakim yang mengadili suatu perkara hanya sebagai cerobong undang-undang yang tidak lebih sebagai antreaneninus (mahluk tidak bernyawa).


Khusus dalam perkara ini, Hakim telah menerapkan norma hukum tanpa melenturkan dan mengkaitannya secara komprehensif dengan peraturan dasar yang lebih tinggi yakni Pancasila dan UUD 1945 pasal 29 serta semangat jiwa UU Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.





Tata tertib berbusana di sekolah tertuang dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982, harus dibaca dan diterapkan sesuai kontekstualnya, bauk dengan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No. 2 Tahun 1989.  Boleh diatur Tertib Berbusana yang semangat dan jiwanya tidak boleh bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional yaitu membina manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki kualitas iman dan taqwa yang prima.Berbusana jilbab sekedar modifikasi disesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai iman dan taqwa siswi yang sama seklai tidak mengganggu ketertiban dan tidak pula menimbulkan ketidakdisiplinan serta ketidakstabilan jalannya pendidikan.





Tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan.





Demikian catatan yang tersirat dalam kasus Jilbab ini.   








(ALI BUDIARTO)�
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